TINJUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH
YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

\'.-,r ‘f']

."?'ﬂu::.fw;
ey |

— syarat

DISUSUN OLEH :
MOHAMAD NASIKH

NIM. 980710101161

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

Xlasg
- 5
v/ Do il NYG


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH
YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

i — Syarat

DISUSUN OLEH :
MOHAMAD NASIKH
NIM. 980710101161

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

1


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH
YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

iii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK MILK ATAS TANAH
YANG BERASAL DARI HAL GUNA BANGUNAN
DI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

MOHAMAD NASIKH
NIM. 980710101161

Pembimbing :

TKETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing :

ANTIKOWATI, S.H. M.H.
NIP. 131 759 757

DEPARTEMEN PENDIDIDKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO :

Orang kaya layak dipuji apabila tahu untuk apa ia memepergunakan

hartanya itu.

(Socrates)
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RINGKASAN

Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh dan
memanfaatkan tanah yang dapat berwujud hak-hak atas tanah, diantaranya Hak
Guna Bangunan dan Hak Milik. Hak Guna Bangunan atas tanah yang dipunyai
oleh warga negara Indonesia untuk rumah tempat tinggal dapat diubah statusnya
menjadi Hak Milik melalui prosedur dan peraturan sesuai dengan Keputusan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1997 jo. No. 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milk atas Tanah untuk Rurnah
Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS).

Dalam penyusunan skripsi ini rumusan masalah yang saya ajukan adalah
Apakah cara terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember sesuai dengan
ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria ?, Apakah cara terjadinya Hak Milik di Kabupaten Jember
sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?, Bagaimanakah cara memperoleh Hak
Milik atas suatu rumah (tanah) yang pada dasarnya merupakan Hak Guna
Bangunan di Kabupaten Jember ?

Sedangkan tujuan dari penyusunan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui
cara terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember apakah telah sesuai
dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk mengetahui cara terjadinya Hak
Milik di Kabupaten Jember apakah telah sesuai dengan ketentuan pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, untuk mengetahui prosedur dan tata cara perubahan Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik di Kabupaten Jember.

Selanjutnya metode yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini
dalam pendekatan masalah, saya menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu
pendekatan masalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-

undangan, teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan, dalam
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pengumpulan data, metode yang saya pergunakan adalah Studi Lapangan dan
Studi Kepustakaan sedangkan dalam menganalisa data, saya menggunakan
metode Deskriptif Kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini, yaitu bahwa masyarakat dapat mengajukan
permohonan perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Milik di kantor Pertanahan Kabupaten Jember sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku.

Sedangkan saran yang dapat saya ajukan meliputi dilakukannya
penyuluhan atau dengan kata lain sosialisasi Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 jo. Nomor 15 Tahun 1997 jo. Nomor 1 tahun
1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana
(RSS) dan Rumah Sederhana (RS), serta peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah, bagi para
pegawai instansi yang berwenang mengurus perubahan hak atas tanah (rumah)

tersebut hendaknya bersifat arif dan bijaksana.
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BAB I [ € [ s
PENDAHULUAN | &

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, pasal 4 (1) dan (2) dinyatakan bahwa atas dasar hak-hak
menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, vang
dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, di mana hak atas
tanah ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan
sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sckedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan
tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-undang Pokok Agraria dan
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang
dapat dipunyai orang atas tanah, terdapat pula hak guna bangunan yang ditetapkan
dengan undang-undang bersama hak-hak lainnya.

Sehubungan dengan hak atas tanah di atas kita perlu mengkaitkannya
dengan pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuaai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki
secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu membawa
wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dan bangsa Indonesia
untuk tingkatan yang tertinggi dalam:

a. Mengatur dan penyelenggaraan tanah untuk persediaan dan pemeliharaan.

1 s ietts dai cmaaasasis Thals haly sinnn dnnst Adimceval atae haoian: dari
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bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu.

3]

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan
perbuatan hukum antara orang mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atas
tanah itu.

Segala sesuatunya yang disebutkan di atas itu dengan tujuan untuk
mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Dalam pasal 6 UUPA ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyail
fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada diri seseorang
tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hak itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat dari haknya, schingga bermanfaat pula bagi masyarakat
dan negara.

Selanjutnya dalam pasal 18 UUPA dinyatakan pula bahwa untuk
kepentingan umum termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-
undang. Pencabutan hak atas tanah harus disesuaikan dengan keadaan serta diikat
dengan syarat-syarat yaitu harus disertai ganti rugi yang layak, ditinjau dari nilai,
manfaat dan kemampuan tanahnya. Salah satu contohnya adalah untuk proyek
pembangunan perumahan yang merupakan salah satu kebutuhana dasar manusia,
baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun
demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki
rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan
perumahan dan pemukiman harus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah
perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau, terutama oleh

golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
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Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi bukan saja menyangkut
persiapan_atdi| bpaya-pemibangurian [perumahan tetapi| juga; mepyangkut proses
serta status hak-hak atas tanah yang ada yang mana harus melewati fase-fase atau
mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Seperti halnya perubahan status

Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.

: |

2 Rumusan Masalah

Dari data yang saya peroleh tentang kejelasan status hak atas tanah dari

beberapa contoh perumahan nasional yang ada, maka dapat ditarik beberapa

permasalahan yang perlu ada kejelasan hukumnya, yaitu antara lain:

a.

Apakah cara terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember sesuai
dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?

Apakah cara terjadinya Hak Milik di Kabupaten Jember sesual dengan
ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria ?

Bagaimanakah cara memperoleh hak milik atas suatu rumah (tanah) yang pada

dasarnya merupakan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember ?
-‘_‘-‘_'_‘_‘—— —

1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan

Dalam penyusunan skripsi ini ada 2 tujuan yang saya kehendaki, yaitu

meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan diuraikan sebagai berikut:
1.3.1.1 Tujuan Umum

1.

2,
10
1.

Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

3.1.2 Tujuan Khusus
Untuk mengetahui cara terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember
apakah telah sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
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2. Untuk mengetahui cara terjadinya Hak Milik di Kabupaten Jember apakah
telahl sesuaitdengan ketentuanipasal/22 Undang-undang Nomer 5-Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur perubahan atau peningkatan Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kabupaten Jember.

1.4 Metodologi
1.4.1 Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini saya menggunakan metode pendekatan
masalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-
kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum yang berhubungan
dengan permasalahan. Pada dasarnya sctiap pendekatan yang tumbuh dan
berkembang di masyarakat ada peraturan hukumnya, baik tertulis maupun tidak
tertulis. Oleh karena itu saya berusaha mengkaji aturan hukum yang sesuai dengan
permasalahan yang saya angkat, khususnya ketentuan pasal 16 dan 19 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang saya pergunakan dalam penyuéunan skripsi ini ada dua,
yaitu:
a. Sumber Data Primer
Adalah data yang tidak tertulis serta diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu
hasil konsultasi, wawancara dan informasi tentang masalah-masalah yang
menjadi pokok bahasan. (Soekanto, 1984:12).
b. Sumber Data Sekunder
Adalah data yang tertulis yang didapat dari literatur-literatur ilmiah, majalah,
surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan pengetahuan
dasar yang lengkap. (Soekanto, 1984:12).
1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode yang saya pergunakan untuk mengumpulkan data dalam
penyusunan skripsi ini adalah:
a. Studi Lapangan
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Saya mengunakan metode wawancara dengan bBapak Handoko dan bapak
Sutante,; di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, selama bulan Maret sampai
dengan bulan September 2003.

b. Studi Kepustakaan
Saya lakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data-data yang ada dalam
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen
yang ada, yang erat Kkaitannya dengan penulisan  skripsi ini.
(Soemitro, 1990:57).
1.4.4 Analisis Data
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis secara
deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu
masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan
atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, ilmu pengetahuan hukum
yang berkaitan dengan permasalahan yang saya angkat dalam skripsi ini.
Kemudian hasil analisa data ini ditarik atau diambil kesimpulan dengan
mempergunakan metode deduktif, yaitu suatu metode masalah yang berangkat
dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.
Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan
yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. (Soemitro,
1990:98).
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FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI /| "'__~‘=2§;!zq

2.1 Fakta

Dalam penyusunan skripsi ini saya mendasarkannya pada suatu fakta yang
ada di masyarakat. Salah satunya berupa Buku Tanah yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember atas permohonan perubahan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik atas nama Hery Harjoko, yang terletak di Kelurahan
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan luas 187 M2,
Gambar Situasi nomor 5140/1997.

Fakta Yuridis yang saya peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
ini, menjelaskan bahwa adanya atau mungkinnya peningkatan hak yang terjadi
atas tanah atau rumah yaitu Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik asalkan telah
memenuhi syarat-syarat permohonan yang telah ditentukan.

Jadi bukti berupa Buku Tanah ini, secara otomatis menjelaskan bahwa Hak
Guna Bangunan dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik melalui Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang saya gunakn dalam penyusunan skripsi ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria :
a. Pasal 4 (1) dan (2), yang menyatakan bahwa “Atas dasar-dasar hak
menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah,

yang dapat diberikan kepada dan dimiliki baik secara sendiri maupun
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s€cara bersama-sama dengan orang lain serta badan rukum, dimana hak
atas . tanah ini. memberi. wewenang untuk menggunakan tanah yang
bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara

di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung

2.
3.

berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi™.

Pasal 20 (1) dan (2). yang menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak
turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain™.

Pasal 35 (1) yang menyatakan bahwa “Hak guna bangunan adalah hak
milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah

yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun™.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 jo.
No. 15 tahun 1997 jo. No. 1 tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas
Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Ruinah Sederhana (RS).

2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini saya melengkapinya dengan beberapa

landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

2.3.1 Pengertian Tanah

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah™ dipakai dalam arti yuridis,

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dengan

demikian jelasiah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.

Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang

berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

i

2

e

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:

Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;

Keadaan bumi di suatu tempat;
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3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahari dari fbumi;) bumi isebagai| bahan sesuatu (pasir, jadas, napal dan

sebagainya). .

2.3.2 Pengertian Hak atas Tanah

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara
fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya
kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa
menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak
lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasakan hak penguasaan
yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang
bersangkutan secara fisik kepadanya.

Dalam Hukum Tanah kita dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.
Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempun_vai hak penguasaan yuridis
atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada
pada empunya tanah. Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai
berbagai “hak penguasaan atas tanah”.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria misalnya diatur dan sekaligus
ditetapkan tata jenjang atau hierarkhi hak-hak penguasaan atas tanah dalam
Hukum Tanah Nasional kita, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi,
beraspek perdata dan publik;

2. Hak Menguasai dari Negara, semata-mata beraspek publik;

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, beraspek perdata aan publik;

4. Hak-hak Perorangan / Individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
a. Hak-hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya sccara

langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak Bangsa;

b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang diwakafkan;
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¢. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “Hak Tanggungan”.
Biarpun + berniacam-macam, tetapi |semua-, hak  penguasaan - atas, tanah
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh,

wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah

yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas
tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum
dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai
pemegang haknya. Sebagai contoh dapat disebut Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkrit
(biasanya disebut “hak™), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai
obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang
haknya. Sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut
dalam Ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai “lembagei hukum” dan “hubungan
hukum konkrit”, adalah senada dengan apa yang dilakukan oleh Ter Haar dalam
menguraikan Hukum Tanah Adat. Dikatakan oleh Haar (1950:2), bahwa setelah
menggariskan ciri-ciri pengenal apa yang disebutnya het grondenrecht in rust, tiba
gilirannya untuk menguraikan garis-garis besar daripada het grondenrecht in
beweging, yang mencakup secara skematis penciptaan dan pemindahan hak-hak
atas tanah (“in rust”: dalam keadaan berhenti, “in beweging”: dalam keadaan
bergerak).

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan juga apa yang dimintakan
perhatian oleh Hargreaves (1952:2), mengenai dua fungsi Hukum Tanah yang
berbeda. Pertama apa yang disebutnya the static function, yaitu pengaturan
hubungan hukum antara pemilik dan tanahnya, yang merumuskan hak untuk
menikmati tanahnya sendiri (“the right of enjoyment”). Kedua the dynamic
function, yang mengawasi pemindahan dan penciptaan hak-hak atas tanah, yang

dikenal di kalangan para sarjana hukum Inggris sebagai conveyancing. Kedua
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fungsi tesebut dalam praktik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan.
Dengan j ipendekatan, pengertian, hak, penguasaan, .atas tapah, sebagai
“lembaga hukum” dan “hubungan hukum konkrit”, ketentuan-ketentuan hukum

yang mengaturnya dapat disusun dan dipelajari dalam suatu sistematika yang khas
dan masuk akal.
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Dikatakan “khas”, karena hanya dijumpai dalam Hukum Tanah dan tidak
dijumpai dalam cabang-cabang hukum yang lain. Dikatakan “masuk akal” karena
mudah ditangkap dan diikuti logikanya.
|. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas

tanah sebagai Lembaga Hukum :

a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;

b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan
dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu
penguasaannya,

c. Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi
pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;

d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. '

2. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas
tanah sebagai Hubungan Hukum Konkrit :

a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan
hukum yang konkrit, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam
point la. di atas;

b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;

d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;

e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dengan menggunakan sistematika di atas ketentuan-ketentuan Hukum
Tanah bukan saja dapat diadakan, disusun dan dipelajari secara teratur, tetapi juga
akan dengan mudah diketahui ketentuan-ketentuan apa yang termasuk Hukum
Tanah dan apa yang bukan.

Hanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang disebutkan
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di atas saja yang merupakan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah. Penentuan batas
dengan bidang hukum vang lain itu mempunyai juga manfaat praktis, karena sejak
mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Hukum Tanah kita sudah

diunifikasikan, sedang Hukum Privat, terutama Hukum Perdata, masih dualistik.

Peristiwa-peristiwa hukum seperti meninggalnya seseorang, yang
mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang dipunyainya kepada ahliwarisnya,
pengaturannya tetap oleh Hukum Waris, karena tidak ada perbedaan yang hakiki
dengan beralihnya unsur-unsur harta peninggalan lainnya yang bukan tanah.
Sehubungan dengan itu, maka yang dimasukkan hanyalah ketentuan-ketentuan
yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum pemindahan hak, yaitu perbuatan-
perbuatan hukum yang sengaja dilakukan untuk memindahkan suatu hubungan
hukum konkrit kepada pihak lain.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak semua ketentuan hukum
mengenai tanah merupakan peraturan Hukum Tanah. Sebelum berlakunya UUPA
dikenal lembaga hukum jual beli tanah. Ada yang diatur oleh Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tertulis, dan ada yang diatur oleh
Hukum Adat yang tidak tertulis.

2.3.3 Pengertian Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain. Sifat khas dari Hak Milik ialah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak
yang tidak mempunyai ketiga ciri tersebut, bukanlah Hak Milik. (Undang-undang
Pokok Agraria, pasal 20 (1) dan (2)).

Turun-temurun, artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama
hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahliwarisnya
apabila pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat, menunjukkan:

a. Jangka waktu Hak Milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan Hak Guna
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Usaha atau Hak Guna Bangunan, yang jangka waktunya tertentu.

b. Hak yang terdaftardan adanya “tanda bukti hak™ Hak Milik juga hak yang
kuat, karena terdaftar dan empunya diberi “tanda bukti hak”™. Berarti mudah
dipertahankan terhadap pihak lain.

Di luar batas-batas itu, seorang pemilik mempunyai wewenang yang paling
luas, ia paling bebas dalam mempergunakan tanahnya dibandingkan dengan
pemegang hak-hak yang lain.

Terpenuh, artinya:

_ Hak Milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya, yang paling luas
jika dibandingkan dengan hak yang lain.

. Hak Milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya. Artinya seorang
pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang
kurang daripada Hak Milik: menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan,
menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai.

. Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain,h karena Hak Milik adalah
hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak lain itu kurang penuh.

. Dilihat dari “peruntukannya” Hak Milik juga tak terbatas. Sedangkan Hak
Guna Bangunan untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha terbatas
hanya untuk keperluan usaha pertanian. Sedangkan Hak Milik bisa untuk
usaha pertanian dan bisa untuk bangunan.

Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak penguasa. maka
wewenang dari seorang pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam
mempergunakan tanahnya. Seperti kita ketahui, pembatasan itu ada yang
secara umum yang berlaku terhadap seluruh masyarakat, di antaranya
dirumuskan dalam pasal 6 UUPA, yaitu “tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pembatasan itu ada juga yang khusus, yaitu terhadap pemilik tanah yang
berdampingan, harus saling menghormati tidak boleh satu pihak merugikan

yang lain. Dalam hal ini kita telah mengenal “ajaran tentang penyalahgunaan
hak™.
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Dari pasal-pasal mengenai Hak Milik dalam UUPA kita dapat sebutkan
ciri-cirinya sebagai berikut;
1. Bila diperlukan dapat dijadikan jaminan hutang, dengan dibebani hipotek atau

credietverband. Hanya Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha
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yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan hipotek atau
credietverband itu.

2. Boleh digadaikan.

Hak Milik dapat digadaikan. Tanah yang digadaikan itu tidak dijadikan
jaminan hutang, meskipun ada l:i}utang, tetapi tanahnya diserahkan pada
kekuasaan pemegang gadai. Si pemegang gadai berwenang mengusahakan
tanah itu dan mengambil hasilnya. Jadi, berbeda dengan hipotek, gadai
bukanlah hak jaminan. Orang yang memegang gadai dapat menyewakan atau
membagihasilkan kepada orang lain, dengan demikian ia mendapat hasil dan
tanah itu. Hak gadai bukan hak jaminan akan tetapi hak atas tanah.

3. Hak Milik dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan Hak Milik boleh
dengan jual-beli, hibah wasiat, tukar-menukar, dan lain-lain.

4. Hak Milik dapat dilepaskan dengan suka-rela. Maksud dari dilepaskan itu,
ialah supaya pihak lain yang membutuhkan tanah itu dapat memohon hak
yang sesuai baginya. Pelepasan hak dan permohonan itu ditujukan kepada
pemerintah.

5. Hak Milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam PP No. 28/1977.
Yang menyebabkan Hak Milik dalam diwakafkan ialah karena jangka
waktunya yang tidak terbatas.

Yang boleh mempunyai Hak Milik yaitu:

(a) Warga Negara Indonesia ;

(b) Badan-badan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

(c) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak

milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini  kehilangan
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kewarganegaannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu
tahun,[ sgjak; diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.
Jika sesudah jangka waktu tersebut, lampau hak milik itu tidak dilepaskan,
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara dan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangung,
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(d) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak
milik.

Pada prinsipnya hanya warga negara Indonesia tunggal yang boleh
mempunyai tanah dengan Hak Milik (pasal 21 (1) jo. (4) UUPA). Hak Milik
hanya boleh dipunyai orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang
lain. Badan hukum tidak boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik (pasal 21 (2)
UUPA), kecuali yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Badan-badan
hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik sebagaimana
dimaksudkan oleh pasal 21 (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38
Tahun 1963, yaitu :

Bank-bank yang didirikan oleh negara.

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan
Undang-undang No. 79 tahun 1958.

c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negen setelah
mendengar Menteri Agama.

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Hak Milik hanyalah untuk tanah-tanah yang dipergunakan bank tersebut
untuk tempat mendirikan kantor dan perumahan pegawainya. Tanah lainnya,
misalnya untuk lapangan bola atau gedung pertemuan. hanya boleh dihakinya
dengan Hak Guna Bangunan.

Koperasi pertanian boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik atas tanah
untuk usaha pertanian, tetapi untuk gedungnya cukup diberikan dengan Hak Guna
Bangunan. Koperasi Pegawai Negeri tidak boleh mempunyai tanah dengan Hak
Milik, karena bukan koperasi pertanian. Ada pembatasan atas luas tanah

pertanian, yaitu hanya boleh sampai seluas maksimum yang boleh dimiliki
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keluarga di daerah setempat. Hal itu diatur dalam UU No.56 Prp. 1961,
Hak,milik hapusbila.
a. Tanahnya jatuh kepada negara :
1. Karena pencabutan hak;

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;,
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3. Karena diterlantarkan;
4, Ketentuan pasal 21 (3) dan 26 (2) Undang-undang Pokok Agraria.
b. Tanahnya musnah. (Undang-undang Pokok Agraria, pasal 27).

Sebab-sebab dari jatuhnya tanah Hak Milik kepada Negara yang
disebutkan itu tidak bersifat limitatif, karena kita mengetahui bahwa masih ada
sebab-sebab lain. Hak Milik juga bisa hapus dan tanahnya menjadi tanah negara
jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan landreform yang
mengenai pembatasan maksimum serta larangan pemilikan tanah pertanian secara
absentee. Hapusnya Hak Milik karena tanahnya diterlantarkan, terjadi jika dengan
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
daripada haknya. Hak Milik juga menjadi hapus jika tanahnya jatuh kepada
negara karena diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya. Biasanya penyerahan
tanah tersebut dilakukan dengan tujuan agar kemudian diberikan kepada suatu
pihak tertentu dengan hak tanah yang baru (Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pengelolaan atau Hak Pakai). Hapusnya Hak Milik yang
disebabkan karena diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya terjadi scjak saat
yang diperjanjikan dalam akta pembebasan atau akta melepaskan haknya, yaitu
sebagaimana telah diuraikan di muka pada saat lahirnya hak baru yang diberikan
kepada pihak yang membebaskan.

2.3.4 Pengertian Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.
Sebagai suatu hak atas tanah maka Hak Guna Bangunan memberi wewenang

kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Berlainan dengan Hak Guna Usaha, maka penggunaan tanah yang
dipunyai dehgan Hak Gune Bangurian ity bukan juntuk usdha pertapian; melamkan
untuk bangunan. Oleh karena itu maka baik tanah negara maupun tanah milik
seseorang atau badan hukum dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan.
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Sungguhpun khusus diperuntukkan mendirikan bangunan, namun hal itu
tidak berarti bahwa di atas tanah tersebut yang empunya hak tidak diperbolehkan
menanam sesuatu. memelihara ternak atau mempunyai koiam untuk memelihara
ikan, asal tujuan penggunaan tanahnya yang pokok adalah untuk bangunan.

Sebagaimana halnya dengan Hak Guna Usaha maka Hak Guna Bangunan
diadakan “untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini”. Hak Guna
Bangunan bukan hak yang berasal dari Hukum Adat.

Kalau ditelaah pasal-pasal Undang-undang Pokok Agraria, maka akan
ditemui ciri-ciri Hak Guna Bangunan sebagai berikut:

a. Hak Guna Bangunan tergolong hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan
mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, Hak
Guna Bangunan termasuk salah satu hak yang wajib didaftar. (pasal 38 (1) dan
(2)).

b. Hak Guna Bangunan dapat beralih, artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang
empunya hak. (pasal 35 (3)).

c. Hak Guna Bangunan jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti
berakhir. (pasal 35 (1) dan (2)).

d. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan; hipotek atau credietverband. (pasal 39).

e. Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dijual,
ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat
(di“legaat”kan). (pasal 35 (3)).

f Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang empunya hingga
tanahnya menjadi tanah negara. (pasal 40, huruf c).

g Hak Guna Bangunan hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan
bangunan-bangunan. (pasal 35 (1)).
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Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperiuan serta
keadaan bangunan-bangunannya,  jangka | waktu tersebut dapat diperpanjang
dengan waktu paling lama 20 tahun. Jadi, Hak Guna Bangunan dapat diberikan
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi hak yang lama, jangka
waktunya ditetapkan sama dengan sisa waktu hak yang dikonversi itu pada
tanggal 24 September 1960, tetapi tidak lebih dari 20 tahun.

Mengenai luas Hak Guna Bangunan yang boleh dikuasai pemegang hak,
perlu diperhatikan pasal 12 UU No. 56 Prp. tahun 1960 tentang “Penetapan Luas
Tanah Pertanian”. Pasal itu menentukan bahwa maksimum luas dan jumliah tanah
untuk perumahan dan pembangunan lainnya akan diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Hingga sekarang peraturan tersebut belum ada. Tetapi biarpun belum
ada, pembatasan itu dapat dilakukan melalui lembaga perizinan pemilihan hak
atas tanah seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961. Di
situ dinyatakan bahwa orang yang sudah menguasai 5 (lima) bidang tanah untuk
bangunan diwajibkan untuk memperoleh izin pemindahﬁn hak, bila i1a memohon
pendaftaran hak atas tanah yang baru yang dipunyainya lagi.

Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia. ( Undang-undang Pokok Agraria, pasal 36 (1)).

Orang atau Badan Hukum yang mempuyai Hak Guna Bangunan dan tidak
lagi memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 36 (1) Undang-undang
Pokok Agraria, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini
berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan, jika ia tidak
memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak Guna Bangunan yang bersangkutan
tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus
karena hukum. Hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dalam waktu satu tahun sejak terjadinya pemilikan bersama, pihak yang
tidak memenuhi syarat, wajib melepaskan haknya atas tanah yang bersangkutan.
Jika kewajiban tersebut dilalaikan, maka bukan saja bagiannya yang menjadi
hapus, tetapi Hak Guna Bangunan itu seluruhnya, artinya seluruh tanahnya

menjadi tanah negara.
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Hak Guna Bangunan itu tidak dapat hapus sebagian saja, karena
merupakan kepunyaan bersama, hingga tidak dapat ditentukan bagian tanah yang
mana kepunyaan pihak lain yang memenuhi syarat dan bagian mana yang tidak
memenuhi syarat. Sebaliknya, jika hak pemilik bersama itu tidak hapus, maka
akan timbul keadaan di mana seorang yang tidak memenuhi syarat dapat terus
mempunyai Hak Guna Bangunan, hal mana akan bertentangan dengan ketentuan
tersebut. Setelah tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara, maka pihak yang
memenuhi syarat mempunyai prioritas utama untuk memintanya kembali dengan
Hak Guna Bangunan, dengan kewajiban membayar uang pemasukan kepada
negara sebesar bagian dari bekas pemilik bersama yang tidak memenuhi syarat
itu. Dalam pasal 40 Undang-undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Guna
Bangunan hapus, karena : '

a. Jangka waktunya berakhir;
b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak
dipenuhi;

c¢. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir,
d. Dicabutnya untuk kepentingan umum;

e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

g. Ketentuan dalam pasal 36 (2) UUPA, yang berbunyi :

Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi
memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal 36 (1) Undang-undang
Pokok Agraria, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini
berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia
tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut,
maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak
lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan
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reraturan remerintan.

Dengan hapusnya: Hak<Guna- Bangunan, maka| tanahnya-menjadi tanah
negara, jika yang memberikan hak tersebut pemerintah. Jika yang memberikan
pemilik, maka tanah yang bersangkutan kembali pada penguasaan penuh dari
pemilik tersebut (hak miliknya menjadi penuh kembali). Jika diadakan pencabutan
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hak untuk kepentingan umum, maka tentunya Hak Milik atas tanah yang
bersangkutan dicabut juga. Dengan demikian tanahnya akan menjadi tanah

negara.

2.3.5 Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, vang dilakukan oleh
Negara / Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,
termasuk penerbitan tanda-buktinya dan pemeliharaannya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan
tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian
kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar,
dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum,
hasilnya memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang, karena
akan digunakan sebagai data bukti.

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan
yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada
tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kata-kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia
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harus selalu dipelihara, dalam arti dis€suaikan dengan perubahan-perubanan yang
terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai, karena hasilnya
akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kek‘uatan
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pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu:

1. Data fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan
dan tanaman yang ada di atasnya,

2. Data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau
tidak adanya hak pihak lain.

Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran
tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang
dipunyai dengan hak yang ditunjuk. Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah
“pengumpulan” datanya, “pengolahan” atau “processing”-nya, “penyimpanannya’
dan kemudian “penyajiannya”. Bentuk penyimpanannya bisa berupa tulisan,
gambar/peta dan angka-angka di atas kertas, mikro film atau dengan
menggunakan bantuan komputer. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi baik data
pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian. Dalam
pengertian “penyajian” termasuk penerbitan dokumen informasi kepada pihak
yang memintanya, berdasarkan data yang dihimpun. Berdasarkan data yang
dihimpun diterbitkan surat tanda bukti haknya. Sebutan Pendaftaran Tanah atau
land registration, menimbulkan kesan seakan-akan obyek utama pendaftaran atau
satu-satunya obyek pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan
sampai penyajian data fisik, tanah yang merupakan obyek pendaftaran, yaitu
untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaftaran dan
disajikan juga dalam “daftar tanah”. Kata “kadaster” yang menunjuk kepada
kegiatan bidang fisik tersebut, berasal dari istilah latin “capitastrum™ yang
merupakan daftar berisikan data mengenai tanah. (Hermanses, 1966:9).

Tetapi kenyataannya, dalam pengumpulan sampai penyajian data yuridis,
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bukan tanahnya yang didaftar, melainkan hak-hak atas tanah yang menentukan
status hukummya serta-hak-hak dain yang mé¢mbebani hak-hak yanghersangkutan,
Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali dan kegiatan pemeliharaan data yang tersedia.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration™) meliputi tiga
bidang kegiatan, yaitu:

1. Bidang fisik atau “teknis kadastral”,
2. Bidang yuridis;
3. Penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Pendaftaran untuk pertama kali adalah kegiatan mendaftar untuk pertama
kalinya sebidang tanah yang semula belum didaftar menurut ketentuan peraturan
pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Kegiatan teknis-kadastral menghasilkan peta pendaftaran yang melukiskan
semua tanah yang ada di wilayah pendaftaran yang sudah diukur. Untuk tiap
bidang tanah yang haknya didaftar, dibuatkan apa yang disebut surat ukur.
Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh data mengenai haknya,
siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain yang
membebaninya, Kegiatan selanjutnya adalah penerbitan surat tanda bukti haknya.

Bentuk kegiatan pendaftaran dan hasilnya, termasuk apa yang merupakan
surat tanda bukti hak, tergantung pada sistem pendaftaran yang digunakan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan. Kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran untuk pertama kali yang
meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis
tersebut mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah yang dilakukan
untuk keperluan pendaftarannya, disebut kegiatan ajudikasi.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration™)
dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara sistematik dan secara sporadik.
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
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desa atau kelurahan. Umumnya prakarsanya datang dari Pemerintah. Contoh
pendafiaran) tanah sedara-sistematik-adalah yang diatur dalam PBeraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. Pendaftaran tanah
secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai

satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas
permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan.

Ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta
(“registration of deeds”) dan sistem pendaftaran hak (“registration of titles”, title
dalam arti hak). Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan: apa yang didaftar,
bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti
haknya. Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak tiap
pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan pembebanannya
dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta
tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan:
perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya dan hak apa yang dibebankan.
Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat
Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem pendaftaran akta Pejabat Pendaftaran
Tanah bersifat passif. la tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut
dalam akta yang didaftar.

Untuk pembeli selaku pemegang haknya yang baru dan kreditur selaku
pemegang hypotheek dibuatkan grosse aktanya, yang berfungsi sebagai surat
tanda bukti haknya. Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai
buktinya. Maka dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam
akta-akta yang bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan
tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat
kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang disebut “title
search”, yang bisa memakan waktu dan biaya karena title search diperlukan
bantuan ahli.

Maka diciptakan oleh Robert Richard Torrens sistem baru yang lebih
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sederhana dan memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang
mudah, tanpa harus mengadakan. title search pada akta-akta yang ada. Torrens
pernah menjabat Registrar General of Deeds di Adelaide (South Australia) pada
tahun 1853. Dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tertinggi pendaftaran itu ia
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menciptakan sistem “registration of titles”, yang kemudian cikenal sebagai sistem
Torrens. (Walker, 1980:98).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam sistem pendaftaran hak pun
setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan
perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam
penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya
yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta merupakan
sumber datanya.

Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi
kemudian disediakan suatu daftar isian, yang dalam bahasa Inggris disebut
register. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menurut PP
24/1997, disebut buku tanah. '

Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk
mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan
dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendafiar perubahan-
perubahan pada haknya dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika terjadi
perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan pencatatan pada
ruang mutasi yang disediakan pada buku tanah yang bersangkutan. Sebelum
dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahannya
kemudian, oleh PPT (Pejabat Pendaftaran Tanah) dilakukan pengujian kebenaran
data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan.

Berbeda dengan Pejabat Pendaftaran Tanah dalam sistem pendaftaran akta,
dalam sistem pendaftaran hak ia bersikap aktif. Dalam sistem ini buku tanah
disimpan di kantor Pejabat Pendaftaran Tanah dan terbuka bagi umum.

Sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertifikat, yang merupakan salinan
register. (“Certificate of Title”). Dalam pendaftaran menurut PP 24/1997 sertifikat
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hak tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu
dalam sampul dokumen.

Dalam sistem PP 24/1997 semua data yang terdapat dalam buku tanah
dicantumkan juga pada salinannya yang merupakan bagian dari sertifikat.

Sebagaimana halnya dengan buku tanah, jika terjadi perubahan kemudian, tidak
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dibuatkan sertifikat baru, melainkan perubahannya dicatat pada salinan buku
tanah tersebut. Maka data yuridis yang diperlukan, baik data pada waktu untuk
pertama kali didaftar haknya maupun perubahan-perubahannya yang terjadi
kemudian, dengan mudah dapat diketahui dari buku tanah dan sertifikat hak yang
bersangkutan. Di negara lain sertifikat hanya terdiri atas salinan register dan
hanya menunjukkan data yuridis pada saat dibuatnya sertifikat yang bersangkutan.
(Hollad & Lewis, 1967:33).

2.3.6 Pengertian Sertifikat

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data‘yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang
ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti, demikian
dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa selama tidak dapat dibuktikan
sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima
sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari
maupun dalam berperkara di Pengadilan. Sudah barang tentu data fisik dan data
yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari
surat ukur dan buku tanah tersebut. Dalam hubungan ini, maka data yang dimuat
dalam surat ukur dan buku tanah itu mempunyai sifat terbuka untuk umum,
hingga pihak yang berkepentingan dapat (PPAT bahkan wajib) mencocokkan data
dalam sertifikat itu dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang
disajikan di Kantor Pertanahan. Perlu diperhatikan, bahwa menurut PP 10/1961
surat ukur merupakan bagian dari sertifikat, dan merupakan petikan dari peta
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pendaftaran. Maka data yuridisnya harus sesuai dengan peta pendaitaran. Menurut
PP 24/1997 surat jukur merupakan dokumen yang mandiri -di samping peta
pendaftaran. Surat ukur memuat data fisik bidang tanah hak yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut bukan hanya berlaku bagi sertifikat yang diterbitkan
berdasarkan PP 24/1997, mulai tanggal 8 Oktober 1997, tetapi ketentuan-
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ketentuan PP 24/1997 juga berlaku terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam
kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP 10/1961. Maka ketentuan di
atas berlaku juga bagi sertifikat-sertifikat yang dihasilkan dalam kegiatan
pendaftaran menurut PP 10/1961. Lagipula lembaga “rechtsverwerking” sendiri
sebagai lembaganya hukum adat sudah ada dan diterapkan juga oleh Mahkamah
Agung sebelum dilaksanakannya pendaftaran tanah menurut PP 10/1961. Sebagai
lanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada para pemegang sertifikat hak
tersebut, dinyatakan bahwa:

Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat Jagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat
itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan

sertifikat tersebut.

Seriifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan
pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak. dan dirasakan
arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem
negatif Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang
seimbang, baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan
sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan
menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang
bersangkutan.

Ketentuan tersebut disertai Penjelasan sebagai berikut:

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak

menaanakan cictem nuhlikaci nocitif vane kebhenaran data vane disaitkan
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dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publiklasi negatif. Di dalam
sistem publikast negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.
Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem

publikasi negatif yang murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam
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pasal 19 (2) huruf ¢ Undang-undang Pokok Agraria, bahwa surat tanda bukti hak
yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari
ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam
Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh
dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk
menjamin kepastian hukum.

Ketentuan ini bertujuan, pada saat satu pihak untuk tetap berpegang pada
sistem publikasi negatif dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberi
kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah
dan didafiar sebagai pemengang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai
tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum
sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi
kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu.
Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga acquisitieve
verjaring atau adverse possesion. Hukum Tanah kita yang memakai dasar hukum
adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak
mengenalnya. (Putusan Hoog Gerechts Hof, 25 Okiober 1934, dalam uraian 22
F). Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk
mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu
lembaga rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika ada seseorang selama sekian
waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh
orang lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya
untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam Undang-undang
Pokok Agraria yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan
(pasal 17, 34 dan 40) adalah sesuai dengan lembaga ini.
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3.1 Cara Terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember
Ada beberapa cara terjadinya Hak Guna Bangunan, yaitu:

a. Mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara: karena penetapan Pemerintah.

b. Mengenai tanah milik, karena penjanjian yang berbentuk otentik antara
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh Hak
Guna Bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Hak Guna Bangunan juga ada yang terjadi karena:

1. Konversi.

Hak—hak lama yang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan ialah:

a. Hak Egigendom kepunyaan Warga Negara Indonesia tunggal yang tidak
membuktikan kewarganegaraannya pada KPT sebelum tanggal 24 Maret
1961. Itu berjangka waktu 20 tahun terhitung tanggal 24 Sepetember 1960.

b. Hak Eigendom kepunyaan badan-badan keagamaan dan sosial yang telah
ditunjuk sebagai badan yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik,
jika tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan
dengan usaha keagamaan dan sosial tetapi badan yang bersangkutan tidak
meminta konversi dalam waktu yang ditentukan dalam surat keputusan
Menteri Dalam Negeri / Direktur Jenderal Agraria. Hak Guna Bangunan
tersebut berjangka waktu hingga tanggal 24 September 1980,

c. Hak Eigendom kepunyaan pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai
subyek Hak Milik. Hak Guna Bangunan itu berlangsung hingga tanggal 24
September 1980;

d. Hak Milik (adat) dan hak-hak lainnya yang sejenis sebagai yang

disebutkan dalam pasal 11 Ketentuan-ketentuan Konversi, jika tanahnya
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tanah bangunan dan empunya tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak
MilikUHakl Gund-Bangunad Vang beradal dari-konversi iak-hak Gt oleh
Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 ditegaskan berjangka waktu
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20 tahun dihitung sejak tanggal 24 September 1960, sesual dengan
ketentuan pasal 1 (1) Ketentuan-ketentuan Konversi. Penegasan tersebut
perlu, karena Undang-undang Pokok Agraria sendiri tidak menetapkannya.
e. Hak Erfpacht untuk perumahan dan Hak Opstal yang masih berlaku pada
tanggal 24 September 1960. Hak Guna Bangunan yang berasal dari hak-
hak itu berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht dan hak opstal yang
dikonversi, tetapi paling lama 20 tahun.
2. Karena Penetapan Pemerintah

Menurut pasal 37 Hak Guna Bangunan dapat terjadi karena penetapan
pemerintah. Artinya diberikan dengan suatu surat keputusan pemberian hak
oleh instansi yang berwenang. Yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan itu
bisa tanah yang dikuasai langsung oleh negara (fanah negara), bisa juga
diberikan sebagai perubahan daripada hak yang sudah dipunyai oleh pemohon,
misalnya Hak Pakai. Dalam kedua hal itu Hak Guna Usaha tersebut diperoleh
secara originair.

Gubernur menurut pasal 4 PMDN No. 6 Tahun 1972, berwenang
memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah negara kepada WNI atau Badan
Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing yang:

a. Luasnya tanah tidak lebih dari 2.000 m2;
b. Jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahun.

Menteri Dalam Negeri berdasar pasal 12 PMDN No. 6 Tahun 1972

berwenang memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah negara kepada:

- Tadaw TTliiicia Tawdamania hamsandal anins harana mwin luae Aan tanala


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d. Ddauall 11UiuUlll 1luuiivold ULllUVdadl dolllis, Yelapa puid daa uRl J=Riohs
waktunya,

b. WNI dan Badan Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing, bila
luasnya lebih dari 2.000 m2 dan/atau jangka waktunya lebih dari 20 tahun.
Dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan asing, menurut PMDN

No0.5/1977, Hak Guna Bangunan dapat diberikan oleh Ketua Badan

Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Dalam Negeri. Wewenang

itu meliputi juga pembaharuan hak dan perpanjangan jangka waktunya.

-

3. Karena Perjanjian

Hak Guna Bangunan juga dapat diberikan oleh seorang pemilik kepada
orang lain. Dalam hal yang demikian, maka Hak Guna Bangunan itu terjadi
karena perjanjian, antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang
akan memperoleh hak tersebut. Perjanjian yang diadakan dengan maksud
untuk menciptakan hak itu harus berbentuk otentik dan menurut pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 harus dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

Dengan sendirinya Hak Guna Bangunan yang diberikan itu terikat juga
oleh ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa yang boleh mempunyainya
dan jangka waktu berlakunya.

Dalam hubungan ini perlu dicegah jangan sampai pemberian Hak Guna
Bangunan itu dipergunakan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari
larangan karena selama Hak Guna Bangunan berlangsung tanah yang
bersangkutan berada dalam penguasaan pihak yang mungkin tidak memenuhi
syarat untuk mempunyai Hak Milik.

Misalnya, Hak Guna Bangunan diberikannya dengan perjanjian bahwa
setiap jangka waktunya berakhir dengan sendirinya diperpanjang atau
diperbaharui dengan jangka waktu yang sama tanpa memerlukan
pembaharuan perjanjiannya. Syarat yang demikian itu dilarang.

Tata-cara dan syarat-syarat pemberian Hak Guna Bangunan tersebut di

atas tentunya akan diatur dalam peraturan. Peraturan itu belum ada. Bentuk

- = — LEA  FRNS. | % § IRt ey, el B Sl Y
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aKta pemberian naxk Uuna bangunan iu pun DIl ditciaphall DI viciibld
Dalam Negeri / Direktur Jenderal Agraria untuk memenuhi ketentuan pasal 19
(2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Menurut tafsiran Pémerintah
karena belum ada peraturan pelaksanaannya, lagi pula belum ditetapkan
bentuk aktanya, maka belum mungkin seorang pemilik memberi Hak Guna
Bangunan itu di atas tanah miliknya.
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3.2 Cara Terjadinya Hak Milik di Kabupaten Jember

Ada beberapa sebab dan cara terjadinya Hak Milik diantaranya yaitu:
a. Menurut ketentuan Hukum Adat

Atas dasar ketentuan Hukum Adat, Hak Milik dapat terjadi karena proses
pertumbuhan tanah di tepi sungai di pinggir laut. Pertumbuhan tanah ini
menciptakan tanah baru yang disebut “lidah tanah”. Lidah tanah ini biasanya
menjadi milik yang punya tanah yang berbatasan. Dengan demikian, maka
terjadilah Hak Milik atas tanah hasil pertumbuhan itu. Selain itu dapat juga terjadi
Hak Milik karena “pembukaan tanah”, Misalnya tanah yang semula hutan, dibuka
atau dikerjakan oleh seseorang.

Tetapi dengan dibukanya tanah itu saja, Hak Milik atas tanah itu belumlah
tercipta. Yang membuka, baru mempunyai “hak utama” untuk menanami tanah
itu. Kalau tanah itu sudah ditanami, maka terciptalah “Hak Pakai”. Hak Pakai ini
lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi “Hak Milik”, kalau usaha atau modal yang
ditanam oleh orang yang membuka di atas tanah itu terjadi terus-menerus dalam
waktu lama. Di sini “Hak Pakai” bisa bertumbuh menjadi “Hak Milik”, yang
sekarang diakui sebagai Hak Milik menurut Undang-undang Pokok Agraria.

Terlihat bahwa terjadinya Hak Pakai menjadi Hak Milik itu memerlukan
waktu. Lagi pula memerlukan penegasan yang berupa pengakuan dari pemerintah.
b. Karena ketentuan undang-undang

Terjadilah Hak Milik yang kedua ini adalah atas dasar ketentuan konversi
menurut Undang-undang Pokok Agraria. Kita mengetahui bahwa pada tanggal 24
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September 1960, semua hak-hak atas tanah yang ada, diubah menjadi salah satu

hak yangbarn, ;Perubahan itu disebut “konyersi”, Begitulah, maka ada hak-hak

yang dikonversi menjadi Hak Milik, yaitu yang berasal dari:

(1) Hak Eigendom kepunyaan Badan-badan Hukum yang memenuhi syarat;

(2) Hak Eigendom yang pada tanggal 24 September 1960, dipunyai oleh WNI
tunggal dan dalam waktu 6 bulan datang membuktikan kewarganegaraannya

di Kantor KPT;,

(3) Hak Milik Indonesia dan hak-hak semacam itu, yang pada tanggal 24
September 1960, dipunyai WNI atau Badan Hukum yang mempunyai syarat
sebagai subyek Hak Milik;

(4) Hak gogolan yang bersifat tetap.

Cara terjadinya Hak Milik atas kekuatan Undang-undang Pokok Agraria

ini, tidak melalui suatu pertumbuhan, tetapi terjadi seketika pada tanggal 24

September 1960. Begitu UUPA berlaku terciptalah Hak Milik baru.

¢. Menurut penetapan pemerintah

Cara terjadinya Hak Milik yang lazim, adalah cara yang ketiga ini, yaitu
yang diberikan oleh Pemerintah dengan suatu penetapan. Yang boleh memberikan

Hak Milik hanya pemerintah. Seorang pemegang hak atas tanah lainnya tidak

boleh memberikan Hak Milik. Yang boleh dilakukannyé ialah mengalihkan Hak

Miliknya.

Tanah yang boleh diberikan oleh pemerintah dengan Hak Milik itu, ialah

Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi tidak ada hak

pihak lain selain negara di atasnya. Lainnya Hak Milik berdasarkan penctapan

pemerintah memerlukan suatu proses yang berangkai. Proses itu dapat kita bagi
sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan;

2. Pemeriksaan tanah;

3. Pengeluaran “Surat Keputusan Pemberian Hak Milik™,

4. Memberi batas tanah;
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Membayar “uang pemasukan”,

Mendafiarkanhak;

Membuat surat ukur;

Membuat “buku tanah™;

Menyerahkan “sertifikat”.
Proses lahimya Hak Milik dan hak-hak yang lain, terdapat aturannya

o 9 3 O

dalam dua Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) yaitu:

. PMDN No. 3 Tahun 1973 berjudul: “Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara

Pemberian Hak Atas Tanah™;

e
(3]

2. PMDN No. 1 Tahun 1977 berjudul: “Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian
Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta
Pendaftarannya”,

Permohonan harus diajukan kepada instansi pemerintah yang mengurus
tanah, dan pula harus menurut aturan yang telah ditetapkan oleh instansi itu.
Tanah di tingkat pusat pemerintah diurus oleh Departemen Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Agraria. Di tingkat propinsi, tanah diurus oleh Gubernur /
Kepala Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Agraria. Di
tingkat Kabupaten yang mengurus tanah adalah Bupati, sedangkan di tingkat
Kotamadya adalah Walikota. Bupati dan Walikota dibantu oleh Sub Dir Agraria
tingkat Kab./Kotamadya. Kemudian terus ke bawah instansi yang mengawasi
tanah ialah Camat, setelah itu Lurah. Terlihat bahwa instansi yang mengurus tanah
bertingkat-tingkat. Tingkat Pusat (Departemen), Propinsi dan
Kabupaten/Kotamadya. Masing-masing instansi itu mempunyai wewenang
tertentu sehubungan dengan pemberian Hak Milik. Hal itu diatur dalam PMDN
No. 6 Tahun 1972.

Sehubungan dengan pemberian Hak Milik, wewenang itu ialah demikian:
1. Gubernur / Kepala Daerah berwenang untuk memberi Hak Milik atas tanah

Negara yang luasnya:
a. Untuk tanah pertanian: 20.000 m2 atau kurang;
b. Untuk tanah bangunan: 2.000 m2 atau kurang.

Selain itu Gubernur / Kepala Daerah berwenang pula memberikan Hak Milik
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atas tanah Negara kepada: transmigran, orang yang memperoich tanah dalam
rangka landreform dan para bekas gogol tetap (mengenai fanah bekas gogolan
tetap).

2. Menteri Dalam Negeri, yaitu mengenai pemberian Hak Milik yang bukan
wewenang Gubernur/Kepala Daerah. Dengan kata lain:
a. Untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 m2;
b. Untuk tanah bangunan yang luasnya lebih dari 2.000 m2.

Permohonan untuk memperoleh Hak Milik, harus ditunjukkan kepada

tevakasae oy Tk nano mamharilannua cenerti tereehnit di atae Walanmin

L2
L2

demikian, berkas permohonan disampaikan dengan perantaraan Bupati / Walikota,
yang dalam prakteknya diterima oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten /
Kotamadya setempat.
Jika bahan-bahan pertimbangan yang tersedia belum cukup untuk
mengambil keputusan, misalnya pemberian Hak Milik untuk pertama kalinya,
schingga perlu pemeriksaan tanah yang dimohon, maka Panitia A memeriksa
secara fisik tanah itu. Panitia A memberi pertimbangan kepada instansi yang
berwenang.
Setelah semua surat-surat diperiksa dan tidak ada alasan untuk keberatan,
maka instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak
Milik (SKPHM). Kepada si pemohon diberikan ketetapan surat keputusan itu.
Dalam surat keputusan itu dimuat kewajiban-kewajiban si pemohon. Kewajiban
itu biasanya adalah:
Tanahnya harus diberi tanda batas;

b. Dalam jangka waktu yang ditentukan harus membayar uang pemasukan
kepada Kas Negara dan dana Landreform;

c. Hak tersebut harus didaftarkan pada Kantor Agraria, Seksi Pendaftaran Tanah,
tingkat Kabupaten / Kotamadya.

Wewenang pemohon yang telah menerima Surat Keputusan Pemberian
Hak Milik adalah boleh menguasainya, menempatinya, atau mengusahakannya,
tetapi belum berhak untuk mengalihkannya, atau membebaninya dengan hak lain.
Hak yang diberikan itu jatuh pada ahli waris pemohon kalau ia meninggal. Bila
pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SKPHM, maka
dapat mengakibatkan batalnya hak tersebut.

Pemohon harus memberi batas pada tanah itu, kalau tanah itu belum

mempunyai batas. Batas itu berupa besi panjang yang ditancapkan ke dalam
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tanah. Tanah bekas Hak Opstal dan Hak Erfacht untuk perumahan biasanya ada
tanda-tanda ;batasnya;Kalan tanda-tanda; batas  itu_baik, boieh dipergunakan.
Tetapi, bila tanpa itu belum pernah dihaki dengan Hak Barat, perlu diberi tanda

batas, agar tidak ada keraguan tentang fuas dan bentuknya. Lagi pula menghindari

narcalirihan Adancan vuann herhalr atac tanah_tanah di cehelahnua  Setelah dlhl‘n

tanda batas, si pemohon harus membayar dan menyetor sejumlah uang kepada
Kas Negara, dan uang itu disebut dengan “uang pemasukan”.

Pada zaman Belanda, kalau negara memberikan Hak Eigendom, yang
dibayarkan kepada negara itu adalah “harga tanah™ yang disebut “koopsom™. Jadi
negara bertindak sebagai penjual, karena dalam rangka asas domein, pemberian
Hak Eigendom itu dikontruksikan sebagai penjualan “tanah negara” kepada
seseorang.

Dalam hal “pemberian tanah oleh negara’ menurut Undang-undang Poko
Agraria, negara tidak menjual tanah, tapi pemberian tanah oleh penguasa kepada
pemohon. Ini diatur dalam Hukum Administrasi bukan Hukum Perdata seperti
dahulu. Oleh karena itu tidak disebut “harga tanah™.

Dahulu pernah juga disebut dengan istilah “ganti-rugi”. Oleh karena dalam
hal ini tidak ada yang rugi, pemohon mendapat tanah dengan mengeluarkan uang
yang tidak banyak, pemerintah untung, karena tanah ada yang memanfaatkan,
maka kemudian dipakailah istilah “wvang pemasukan”. Istilah ini berasal dari
Hukum Adat, di mana kalau seseorang itu akan mengusahakan tanah, 1a harus
membayar “uang pembasuh adat”. Pembayaran uang pemasukan, ditentukan
jangka waktunya. Kalau tidak dilakukan dalam jangka waktu yang tersedia maka
pemberian hak itu dapat dibatalkan oleh yang memberikannya.

Sesudah membayar, pemohon mendapat tanda pelunasan. Kalau
pembayaran itu sudah dilakukan, maka pemohon harus mendaftarkan haknya pada
Kantor Pendaftaran Tanah (KPT). Ini harus dilakukan pada waktu yang
ditentukan. Kalau terlambat pemberian haknya dapat dibatalkan. Proses
pendaftaran itu dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten / Kotamadya setempat
yang dilakukan oleh Kantor Agraria, dalam hal ini Seksi Pendaftaran Tanah.
Membuat surat ukur, buku tanah serta sertifikat lalu menyerahkan sertifikat
kepada si pemohon.

Mula-mula tanah diukur, lalu dibuat peta ukur. Sesudah itu barulah dibuat
surat ukur. Surat ukur diberi nomor. Nomor itu dalam satu tahun dimulai dari 1,
sehingga untuk menyebut surat ukur harus dengan nomor dan tahunnya.

Misalnva- Surat Ulkur No. 16/1979. surat ukur iuga memuat peta tanah berikut
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batas-batasnya, Dari surat ukur kita mendapat kepastian mengenai data fisik

tanah, antara lain: letak, luas, batas dan bentuk tanah. Kalau sudah dibuat surat

ukur, maka oleh Kepala KPT, haknya didaftarkan. Mendaftarkan hak ini ialah

dengan jalan membuat “buku tanah™. Buku tanah, bukanlah buku dalam arti biasa,

tetapi adalah lembaran, daftar yang membuat keterangan-keterangan, data-data

mengenai tanah itu. Yang dimuat adalah:

a. Status tanah (dipunyai dengan hak apa),

b. Siapa yang mempunyainya;

¢. Terjadinya karena apa (pemberian hak atau konvensi),

d. Luas tanah itu dengan menyebut “surat ukur’-nya;

e. Dicatat pula pemilikannya, mutasi pada tanah itu karena warisan, jual-beli
atau juga pembebasannya dengan hak lain.

Si pemohon tentu memerlukan bukti dari haknya. Bukti itu adalah
sertifikat. Sertifikat itu terdiri dari 2 bagian, yaitu :

a. Salinan buku tanah
Buku tanah yang asli disimpan pada Kantor Pertanahan, oleh Kantor
Pertanahan dibuat salinannya. Ini merupakan bagian dari sertifikat, isi salinan
itu sama dengan isi buku tanah yang asli;

b. Surat ukur
Yang isinya seperti telah diterangkan tadi. Oleh Kantor Pertanahan dibuat
suatu surat ukur yang disimpan pada Kantor Pertanahan. Surat ukur ini
merupakan bagian pula dari sertifikat.

Jadi Sertifikat itu adalah tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku
tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan diberi sampul, dan pada
sampulnya memuat kata-kata Sertifikat.

Setelah pembuatan buku tanah selesai, kepada yang empunya harus diberi

tanda hukti hahwa dialah vane memnunvai tanah. Seiak tanah itu didaftar atau
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dibuatkan buku tanah maka lahirlah Hak Milik. Jadi, Hak Milik lahir pada waktu
dibuatkan buku tanah. Dengan demkian selesailah proses'terjadinya Hak-Milik.

Proses terjadinya Hak Milik dimulai dengan permohonan Hak Milik dan
berakhir pada waktu dibuat buku tanahnya. Sejak dibuat buku tanah pemohon

menjadi pemilik dan antara dia dengan tanah ada hubungan hukum, yang disebut
Hak Milik.

Sebelum itu, sejak dikeluarkannya surat keputusan hanya ada hubungan
hukum antara orang tersebut dengan tanah, tetapi hubungan hukum itu belum bisa
disebut Hak Milik, karena pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan, yang
kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, maka hubungan hukum yang ada bisa gugur.

Kalau persyaratan itu dipenuhi, baru ada Hak Milik yang sepenuhnya.
Sebelum itu, adalah Hak Milik dalam pertumbuhan. Mula-mula berbentuk embrio,
lalu besar, kemudian lahirlah sang bayi. Selama Hak Milik belum lahir, pemilik
belum dapat menjual atau menghipotekkannya. Jadi wewenangnya sebagai
seorang pemilik belum ada. Ia boleh menguasai tanah itu, tetapi haknya belum
penuh.

3.3 Cara Memperoleh Hak Milik atas Suatu Rumah (Tanah) yang pada
dasarnya merupakan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1997 jo. No. 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas
Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS).
(Harsono, ibid. F 33). Pada tanggal 2 Juli 1997 diterbitkan Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik
atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS).
Dengan keputusan itu: Hak Guna Bangunan atas tanah untuk RSS dan RS di atas
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tanah Negara, termasuk di atas tanah Hak Pengelolaan, kepunyaan perseorangan

warga negard Indenesid @tas(perniohpnan pemegang hak-utau_kuasapyacdiubah

menjadi Hak Milik.
Tanah untuk RSS dan RS adalah bidang tanah, yang:

a. Harga perolehan tanah dan rumah tidak lebih, dari RP. 30.000.000,-. Yang
dimaksud dengan harga perolehan adalah harga yang dibayar oleh pemegang
hak terakhir (yaitu pemohon perubahan hak) untuk memperoleh tanah dan
rumah yang bersangkutan. Harga perolehan itu dapat dilihat dari akta jual beli

tanah dan rumah yang bersangkutan. Dalam hal tanah dan rumah berasal dari
Perumahan Negeri Golongan 111, dilihat dari surat keterangan pelunasan sewa
beli rumah beserta tanah yang bersangkutan,

b. Di atasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan perumahan
massal atau kompleks perumahan. Tanah tersebut tidak merupakan kapling
kosong, melainkan sudah ada rumah di atasnya, yang dibangun dalam rangka
pembangunan massal atau kompleks perumahan, yaitu yang dibangun oleh
pengembang untuk dijual kepada masyarakat, oleh instansi Pemerintah atau
perusahaan untuk para pegawainya, oleh Koperasi untuk para anggotanya dan
oleh Yayasan untuk melaksanakan maksud dan tujuannya.

Semula dibatasi luas tanahnya hanya sampai 200 m2, yang kemudian
diubah menjadi 200 m2 untuk daerah perkotaan dan 400 m2 untuk dacrah luar
perkotaan. Sehubungan dengan itu harga peroiehan tanah dan rumah sebesar Rp.
30 juta itu dihubungkan dengan NJOP dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan. Akhirnya batas luas tanahnya ditiadakan dan karenanya harga
perolehannya dibatasi secara pasti tidak lebih dari Rp. 30 juta.

Permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak

Milik tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan disertai:

n  Qartifilat al (hna Ranaunan vano dimohon untuk diubah meniadi Hak
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Milik;

b. Akta jual-beli atau ‘surat’ perolehan mengenai ' ramdh -beserta 'tandh | yang
bersangkutan;

c. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila tanah tersebut
dibebani Hak Tanggungan, karena dengan diubahnya Hak Guna Bangunan
yang bersangkutan menjadi Hak Milik, Hak Tanggungan yang membebaninya
akan hapus.

Apabila tanah RSS dan RS yang bersangkutan sudah diperoleh dari
pengembang, akan tetapi belum dipisah dari Hak Guna Bangunan Induk, maka

permohonannya diajukan bersamaan dengan permohonan pendafiaran peralihan

haknya.

Dalam Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 2 Juli 1997
Nomor 500-1567 yang merupakan Pengantar Kep. 9/1997 tersebut dijelaskan,
bahwa dengan Keputusan itu tanah Hak Guna Bangunan yang memenuhi kriteria
yang dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia, dinyatakan menjadi
tanah Negara dan sekaligus diberikan kepada bekas pemegang haknya dengan
Hak Milik. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan kebijaksanaan
Pemerintah dalam memberikan kepastian mengenai kelangsungan hak atas tanah
yang dipergunakan untuk rumah tinggal, khususnya tanah kapling kecil yang
kebanyakan dipunyai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Maka apabila
perseorangan pemegang Hak Guna Bangunan yang memenuhi kriteria tersebut di
atas mengajukan permohonan untuk mengubah haknya menjadi Hak Milik,
Kepada Kantor Pertanahan wajib mendaftarnya. Untuk mendaftar Hak Milik
tersebut tidak diperiukan keterangan lain daripada yang disebut di atas dan tidak
perlu dilakukan pemeriksaan lapangan mengenai jenis maupun keadaan bangunan

rumah yang bersangkutan.
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Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tersebut dan
pendaftarannyal | pemohoert Wajits menibadyar) biayacddminisirasi | kepata) Negara
sebesar Rp. 10.000,00 dan sumbangan pelaksanaan landreform sebesar
Rp. 5.000,00 serta biaya pendafiaran tanah menurut Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2/1992. (Harsono, 1992:30).

Mengenai pencegahan pemusatan pemilikan tanah untuk RSS dan RS oleh
satu orang, ditegaskan dalam Surat Penjelasan tersebut, untuk meghindari
dimanfaatkannya kebijaksanaan Pemerintah ini oleh pihak-pihak yang bermaksud
menguasai beberapa bidang tanah untuk RSS dan RS, dan menjadikannya kapling
yang lebih besar, maka pendaftar Hak Milik atas tanah RSS dan RS yang
berbatasan dengan menggunakan prosedur khusus ini oleh seorang pemegang hak
nyata-nyata satu orang harus ditolak. Demikian juga penggabungan Hak Milik

atas lebih dari satu bidang untuk RSS dan RS menjadi satu kapling (bidang) dan
pengalihan Hak Milik tersebut kepada orang yang tidak berhak memiliki RSS dan

RS tidak diperkenankan.

Kepala Kantor Pertanahan mendafiar perubahan status tanah Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik itu, dengan memberikan catatan dengan tinta merah
atau cap pada halaman pendaftaran peralihan hak dalam buku tanah Hak Guna
Bangunan yang bersangkutan dan sertifikatnya serta pada daftar umum lainnya,
yang menyatakan telah terjadinya perubahan tersebut. Semua sebutan Hak Guna
Bangunan beserta nomornya dalam buku tanah, sertifikat dan daftar umum
lainnya dicoret dan diganti dengan sebutan Hak Milik dengan nomornya.
Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1999 tentang
Pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal (Harsono, 1992:40).

Keputusan ini merupakan pernyataan hapus secara umum Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan warga negara
indonesia, yang luasnya 600 m2 atau kurang, dan sekaligus penetapan pemberian
Hak Milik atas tanah tersebut secara umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 (2) UUPA. Pemegang hak yang bersangkutan dapat langsung mendaftarkan
Hak Milik tersebut dengan mengajukan permchonan pendaftaran kepada Kepala
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Kantor Pertanahan. Penetapan pemberian Hak Milik juga dilakukan secara umum
kepada warga hegera Indonesia, yang mMempunyai/tanak Hak Guna-Bangupan dan
Hak Pakai untuk rumah tinggal yang sudah habis jangka waktunya, asal tanah
yang bersangkutan luasnya tidak lebih dari 600 m2 dan masih dikuasai oleh bekas
pemegang haknya.

Untuk pemberian Hak Milik tersebut penerima hak wajib membayar uang
pemasukan, sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
BPN Nomor 4 Tahun 1998 jo. 6/1998 tentang Pedoman Penetapan Uang
Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah. (Harsono, 1992:36). Penerima hak
pun dikenakan Bea Perolehan Hak menurut UU 21/1997 (Harsono, 1992:44).

Permohonan Hak Milik untuk rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat
yang ditentukan dalam Peraturan ini dan Keputusan-keputusan yang dibahas
dalam uraian di atas, diproses menurut ketentuan umum yang berlaku.
Permohonan tersebut dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2000 m2.

Sehubungan dengan itu dalam permohonan yang bersangkutan harus

melampirkan pernvataan pemohon, bahwa dengan perolehan Hak Milik yang

40

dimohon itu, yang bersangkutan tidak akan mempunyai Hak Milik atas tanah

untuk rumah tinggal melebihi 5 bidang, yang seluruhnya meliputi luas lebih dan

5000 m2. Pernyataan tersebut berfungsi sebagai pemberian keterangan resmi dari

pemohon, yang akan mempunyai akibat hukum, apabila di kemudian han

ternyata, bahwa keterangan itu tidak benar atau palsu. Pencocokan dengan daftar
nama tidak perlu dilakukan. Dengan disampaikan pernyataan tersebut pendaftaran

Hak Milik dapat dilaksanakan. Demikian dijelaskan dalam Surat Menteri Negara

Agraria / Kepala BPN tanggal 30 Juni Nomor 520-2105 (Harsono, 1992:39).

Pernyataan persetujuan kreditur pemegang Hak Tanggungan juga
diperlukan, apabila Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang dinyatakan hapus
itu dibebani Hak Tanggungan.

Perlu diketahui bahwa ada tiga hal untuk penerbitan sertifikat, yaitu :

1. Surat bukti pemilikan tanah untuk konversi tanah bekas adat (petok dan
salinan dari buku C desa) dilengkapi dengan surat keterangan di kantor desa
tentang keberadaan tanah dan pemiliknya;

2. Surat Keputusan pemberian hak atas tanah negara yang diterbitkan di instansi
Badan Pertanahan Nasional;

3. Surat Keputusan pengakuan hak bekas Hak Milik Adat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

b2

Cara terjadinya Hak Guna Bangunan di Kabupaten Jember ternyata telah
sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu © mengenai tanah yang
dikuasai oleh negara: karena penetapan pemerintah, mengenai tanah milik,
karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang
bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh Hak Guna Bangunan itu,
yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Hak Guna Bangunan juga ada
yang terjadi karena: Konversi, Penetapan pemerintah dan Perjanjian.

Cara terjadinya Hak Milik di Kabupaten Jember ternyata telah sesuai dengan
ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu : menurut ketentuan hukum Adat,
ketentuan undang-undang, dan Penetapan Pemerintah. Menurut Ketentuan
Hukum Adat, Hak Milik dapat terjadi karena “proses pertumbuhan tanah™ di
tepi sungai, di pinggir laut. Sedangkan menurut Ketentuan Undang-undang,
terjadinya Hak Milik ini adalah atas dasar ketentuan Konversi menurut
Undang-Undang Pokok Agraria. pada tanggal 24 September 1960, bahwa
semua hak-hak atas tanah yang ada, diubah menjadi salah satu hak yang baru.
Dan menurut Penetapan Pemerintah, yang boleh memberikan Hak Milik

hanya Pemerintah.
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3. Cara Memperoleh Hak Milik atas Suatu Rumah (lanah) yang Pada Dasarnya

merupakan - Hak ~Guna _Bangunan (di _Kabupaten _Jember, berdasarkan
Kepufusah’ Menteri Negara Agrarid / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 jo.
No. 15 Tahun 1997 jo. No. | Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas
Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS).
Dengan keputusan ini Hak Guna Bangunan atas tanah untuk RSS dan RS di

atas tanah negara, termasuk di atas tanah hak pengelolaan, kepunyaan

41
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perseorangan warga negara iﬁdonusia, atas permohonan pemegang hak atau
kuasanya diubah menjadi Hak Milik. Tanah untuk RSS dan RS adalah bidang
tanah yang harga perolehan tanah dan rumah, tidak lebih dari Rp. 30.000.000,-
dan diatasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan perumahan
massal atau kompleks perumahan. Permohonan pendaftaran perubahan Hak
Guna Bangunan menjadi Hak Milik tersebut diajukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan dengan disertai: Sertifikat [ak Guna Bangunan yang dimohon
untuk diubah menjadi Hak Milik, akta jual beli atau surat perolehan mengenai
rumah beserta tanah yang bersangkutan dan surat persetujuan dari pemegang

hak tanggungan, apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan.

4.2 Saran

1:

2

Dilakukannya penyuluhan atau dengan kata lain sosialisasi Keputusan Menteri
Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 jo. No. 15 Tahun 1997 jo.
No. 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah
Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), serta Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Bagi para prgawai instansi yang berwenang mengurus pembahasan hak atas
tanah (rumah) tersebut hendaknya bersikap arif dan bijaksana sesuai dengan

prosedur yang berlaku.
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1angan lang harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. ‘:I{NH\ G RUSDIATI )

i1
ot Copy Kwita in dak ki aya N 950000656

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember
di

Jember

PERMOHONAN PENDAFTARAN
PERUBAHAN HGB MENJADI HAK MILIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat
atas nama sendiri / untuk dan atas nama
1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat
sebagai pemilik sebidang tanah :
Status S HOBND: o ranits oy fstos i e s /
sebagian HGB Induk No. : ... a8 e WA

Luas Tanah 5 o T o W m ?

Niheli / dinernleh nada tancoal
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dengan harga & RD s iinsviss s sl SRS
dengan ini mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak atas Tanah tersebut
diatas menjadi Hak Milik, berdasarkan Keputusan Méenteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1997 Tanggal, 2 Juli 1997. &
Sebagai bahan penyelesaiannya, kami lampirkan surat - surat sebagai berikut :
\1./Sertipikat HGB NOIIOT : ........ccoccocieivemeesiid iivrmonnissssmssnssssessotbenssssssssasssnsnssnssens
2. Akta Jual Beli / Surat perolehan mengenai rumah beserta tanah yang bersangkutan.
3. SPT Pajak Bumi dan Bangunan terakhir (apabila sudah dikenakan Pajak Burni
dan Bangunan sendiri).
4. Surat persetuju:.n dari pemegang Hak Tanggungan (apabila dibebani Hak
Tanggungan)
3., Tdentitas PeembBOngEy DEIUDR ...comimmernbiossmms s s mm i o
Apabila permohonan tersebut dikabulkan, kami bersedia mematuhi dan memenuhi
syarat - syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Jember, ... ...
Pemohon,
Materai.
AEFADA ) N
—.’ YTH. KEFALA AANTOR PEXTANAHAN MODEL : A
RABUFATEN JEMBER iy
’ DI JEMBER No. 21533

Fermmohoaan
[ Peralihan Hak

[ Pengganti Rusak Menjadl Hak Milik

[J Perubahan Hak Guna Bangunan [] Crediet Verband [ Perecahan Sertifikat

[0 Penaganti tilang

[0 Waris
Bertalian PH (Akte Lama)

FPemoblion, Kuasa
Mama
Kewarganegaraan , pekerjaan
Alamat

Tal. Lahir
Umur
Telp.

Pemecgany Hak / Penerima Hak
Mama
Rewarganegaraan , pekerjaan
Alamat

Tgl. Lahir
Umur
Telp.

Letak Tanabh
Jalan / Dusun
Desa / Kelurahan
Kecamatan

( Kota/Luar Kota ) *)

4,

Keadaan Tanah

Kepadalan Detail -
Kemiringan Tanah
Jarak he Jalan Raya

: Padat / Sedang / Jarang / Kosong
: Berat / Sedang / Datar

Headaan Tanah
Bukti Hak
Luas

Harga Tanah atas Dasar
Transaksi S L > TSR SS R e
NJOP B

Pengyunaan Tanahnya : Perumahan / Perlanian / Lain-lain

HKeterangan lain-lain

PERHITUNGAN BIAYA ) v

SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

PARAF

Peraturan Pemerintah No. 4#6/2C02 : l. | Surat Keterangan Kewarisan
Pendft. Pertama Rp. 2. | Alsta PPAT tgl.

...................... Mo swaiadiseig
Permohonan lzin Pemindahan Hak ( PMA 14/
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